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ABSTRAK

Cara mewujudkan keamanan pangan di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah dengan
mengimplementasikan Good Manufacturing Practices (GMP) atau Cara Produksi Pangan yang Baik. Badan
POM RI telah mengeluarkan kebijakan no HK.03.1.23.04.12.2207 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan
sarana produksi pangan industri rumah tangga yang dapat digunakan sebagai checklist praktik yang baik
pada UMKM. Aturan tersebut mencakup 14 aspek dimana salah satu aspek kritis yang wajib terpenuhi
berkaitan dengan penarikan pangan/recall, UMKM membutuhkan sistem ketertelusuran yang baik dan
handal untuk memastikan konsumen terlindungi dari konsumsi makanan yang tidak aman. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui status penerapan ketertelusuran pangan pada UMKM pangan
yang telah memiliki PIRT di Jakarta dan Bogor. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah
UMKM yang memiliki PIRT berlokasi di DKI Jakarta dan Kota Bogor. Tahapan penelitian ini melibatkan
92 pelaku industri rumah tangga yang memiliki produk PIRT yang selanjutnya dianalisa dengan uji
chisquare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden sudah memiliki pengetahuan tentang sistem
ketertelusuran pangan. Namun dalam penerapannya, masih terdapat 30 (32,6%) diantaranya belum
menerapkan sistem ketertelusuran baik dengan metode dokumen kertas, barcode, QR code, maupun
metode lainnya.

Kata kunci: ketertelusuran, PIRT, recall, UMKM

ABSTRACT

The way to realize food safety in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMESs) is by implementing
Good Manufacturing Practices (GMP) or Good Food Production Methods. The Indonesian Food and Drug
Supervisory Agency has issued a policy no. HK.03.1.23.04.12.2207 of 2012 concerning the procedures for
inspecting household industrial food production facilities which can be used as a checklist of good practices
in MSMEs. The regulation covers 14 aspects where one of the critical aspects that must be met is related to
food recalls, MSMEs need a good and reliable traceability sistem to ensure consumers are protected from
consuming unsafe food. The purpose of this study was to determine the status of the implementation of
food traceability in MSMEs that already have PIRT in Jakarta and Bogor. The respondents used in this
study were MSMEs that have PIRT located in DKI Jakarta and Bogor City. This research stage involved 92
home industry who had PIRT products which were then analyzed using the chi-square test. The results
showed that respondents already had knowledge about the food traceability system. However, in its
implementation, there were still 30 (32.6%) of them who had not implemented a traceability system either
by paper document method, barcode, QR code, or other methods.
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PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan pokok
sehari-hari yang harus dipenuhi manusia. Pangan
yang baik bagi tubuh adalah makanan yang bersih/
higienis, sehat, bergizi seimbang serta tidak
mengandung bahan yang membahayakan kesehat-
an tubuh (Nugraheni et al. 2018). Upaya keamanan
pangan telah mendapat perhatian dari Pemerintah.
Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Un-
dang-Undang no. 18 tahun 2012 tentang Pangan.
Keamanan pangan merupakan salah satu aspek
penting yang diatur dalam kebijakan tersebut
untuk melindungi masyarakat dari penyakit
bawaan pangan yang disebabkan karena pena-
nganan yang tidak sesuai. Pangan yang aman
merupakan pangan yang terhindar dari cemaran
baik biologis, kimia dan benda lain yang dapat
mengganggu, merugikan, membahayakan kese-
hatan manusia dan tidak bertentangan dengan
agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehing-
ga aman dikonsumsi (Peraturan Pemerintah, 2019).
WHO memperkirakan 70% dari 1,5 miliar

penyakit
(foodborne disease), sehingga dapat menyebabkan
beban ekonomi dan sosial yang besar pada
masyarakat dan sistem kesehatan suatu negara
(Bolek, 2020). Menurut Laporan tahunan BPOM
(2019), penyebab keracunan pangan atau kejadian
luar biasa paling banyak terjadi pada makanan
olahan rumah tangga (265 kasus), makanan olahan
jasa boga (97 kasus), makanan olahan jajanan/

kasus ditularkan melalui makanan

pedagang kaki lima (43 kasus), makanan olahan
dalam kemasan (25 kasus), makanan segar (8
kasus) dan tidak diketahui (18 kasus). Penyebab
keracunan pangan antara lain kebersihan
perorangan yang buruk, cara penanganan makan-
an tidak sehat dan perlengkapan pengolahan
makanan tidak bersih dengan E. coli sebagai agen
penyebab tertinggi (Arisanti et al. 2018).

Insiden keamanan pangan menimbulkan
risiko kesehatan dan kepercayaan konsumen serta
dapat menimbulkan kepanikan yang tidak
semestinya di masyarakat. Dalam menangani
dampak negatif tersebut, pemerintah maupun
pelaku usaha sering menarik kembali makanan
(recall) yang terkontaminasi. Recall bertujuan untuk
menghilangkan masalah atau mencegah dampak
negatif dengan cara mengeluarkan produk pangan
yang bermasalah dari peredaran (Li et al. 2017).

Berdasarkan data Indonesia Rapid Alert Sistem
for Food and Feed (IRASFF), selama tahun 2022
terdapat beberapa kasus penarikan pangan antara
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lain aflatoksin pada buah pala yang melampaui
batas, etilene oxide pada es krim dan mie instan dan
lain sebagainya. Penyebab penarikan produk
pangan antara lain kontaminasi benda asing, klaim
yang tidak sesuai, misslabelling, informasi terkait
alergen tidak di cantumnya dan lain sebagainya.

Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) bidang yang
berkembang di Indonesia. Hal tersebut terbukti
pada 2019, usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) dan besar menyumbang 15.832.535,4
miliar rupiah terhadap Gross Domestic Product
(GDP) dengan 60% di antaranya berasal dari
UMKM. UMKM berkembang sangat pesat setiap
tahunnya. Pada 2018, terdapat 64.194.057 unit
UMKM dan meningkat jumlahnya menjadi
65.465.497 unit pada tahun 2019 (Kemenkop UKM
RI, 2019). Perkembangan pelaku usaha pangan
berskala UMKM semakin menjamur di Indonesia
khususnya UMKM di bidang pangan.

merupakan usaha

DKI Jakarta dan Kota Bogor merupakan kota
terus mengalami kenaikan penduduk setiap
tahunnya. Menurut Data BPS (2022), penduduk
DKI Jakarta mengalami kenaikan menjadi 10,67
juta jiwa pada tahun 2022 dengan kenaikan 0,66%
sebelumnya. Pada
mengalami kenaikan menjadi 1,114 juta jiwa pada
pertengahan tahun 2022 dengan kenaikan 5,85%
dibandingkan tahun sebelumnya (BPS Kota Bogor
2022).
penduduk ini, diiringi juga dengan pertumbuhan
ekonomi di kedua kota tersebut dikarenakan
untuk memenuhi harapan pelanggan dengan
segmentasi yang banyak. Keberagaman ini mem-

dari tahun Kota Bogor,

Seiring dengan adanya pertumbuhan

buat tumbuhnya para pelaku usaha, salah satunya
adalah UMKM yang telah memiliki PIRT.
Menurut Uchida et al. (2009) UMKM meng-
hadapi masalah dalam memperkenalkan dan
mengimplementasikan sistem ketertelusuran dan
mengamankan staf yang memiliki keterampilan
sesuai persyaratan merupakan biaya dalam sistem
operasi. Aris dan Soon (2014) menyatakan bahwa
tingkat mampu telusur di UMKM pangan di
Malaysia hanya 52,9% pelaku usaha makanan
menerapkan sistem ketertelusuran. Faktor penye-
bab antara lain kurangnya implementasi ketertelu-
suran karena keterbatasan waktu, tidak ada manfa-
at yang dapat dirasakan, dan kurangnya pedoman
kebijakan yang jelas dan dukungan pemerintah.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurtiati (2018),
aspek dokumentasi penarikan pangan merupakan
salah satu parameter yang paling banyak tidak
dipenuhi oleh Industri Rumah Tangga Pangan.
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Meskipun memiliki kapasitas produksi yang
rendah, kondisi seperti ini tidak boleh diabaikan
mengingat tingginya kejadian luar biasa yang
terjadi pada Industri Rumah Tangga dan jumlah
UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Oleh karena itu, penelitian tentang Kajian Sistem
Ketertelusuran dan Recall pada UMKM Pangan
yang telah memiliki PIRT di Jakarta dan Bogor
menjadi penting untuk dilakukan mengingat
jumlah yang besar dan memainkan peranan
penting bagi perlindungan keamanan pangan.
Keluaran dari penelitian ini diharapkan menjadi
gambaran status penerapan sistem ketertelusuran
pangan yang berlaku di pelaku usaha UMKM
pangan yang telah memiliki PIRT.

METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini
terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer
diperoleh dari pelaku UMKM pangan yang telah
memiliki PIRT di Jakarta dan Bogor melalui
kuesioner dan wawancara. Data sekunder
diperoleh dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan
Dinas kesehatan Kota Bogor berkaitan dengan
jumlah Industri Rumah Tanggan Pangan (IRTP)
yang memiliki PIRT di wilayah tersebut. Kriteria
UMKM yang digunakan sebagai responden adalah
IRTP yang memiliki memiliki izin edar PIRT,
berlokasi di Jakarta dan Bogor, dan produk dibuat
sendiri (buka produk impor). Penelitian ini
menggunakan snowball sampling. Penggunaan
metode snowball sampling dilakukan pada
penelitian ini untuk menemukan sampel yang sulit
diakses atau mendapatkan data terkait masalah
yang spesifik hingga dapat ditemukan responden
yang sesuai sasaran penelitian melalui hubungan
dalam sebuah jaringan sampai jumlah sampel yang
dibutuhkan tercapai (Nurdiani, 2014). Jumlah
populasi dalam penelitian ini menurut data dari
Dinas Kesehatan DKI Jakarta (705) dan Dinas
Kesehatan Kota Bogor (327) diperoleh hasil
berjumlah 1032. Besar responden dalam penelitian
ini dihitung menggunakan rumus Slovin
(Singarimbun & Effendi, 1989) sebagai berikut:

N

n=
1+N (d?)

_ 1032
1+1032 (0,12)

1032
1+10,32

1032
n=_= 91,16 = 92 responden
Keterangan:

n =Jumlah responden
N =ukuran populasi
d =Tingkat kesalahan yang dapat ditolerir (10%)
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Setelah pengambilan data primer, selanjut-
nya dilakukan pengolahan data untuk mencari
distribusi  frekuensi
responden dengan menggunakan SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences) dan dilakukan uji chi-

square. Uji homogenitas Chi Square digunakan

masing-masing jawaban

untuk menentukan apakah dua atau lebih sampel
independent berbeda dalam distribusinya satu
sama lain (Maryam et al. 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI
Jakarta dan Bogor tahun 2022 jumlah UMKM
Pangan sebesar 1032 yang terdiri atas jumlah
UMKM Pangan di DKI Jakarta sebesar 705,
sedangkan Bogor sebesar 327. Sebaran total jumlah
produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
sebesar 23.557 produk yang didominasi diwilayah
DKI Jakarta sebesar 22.711 produk sementara Kota
Bogor 846 produk. Hal ini di karenakan jumlah
UMKM di DKI Jakarta menempati urutan keempat
terbanyak di Indonesia (Mya dan Handayani, 2023).
Rincian jenis pangan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian jumlah jenis pangan di DKI Jakarta dan

Kota Bogor
Jenis Pangan DKI Jakarta Kota Bogor
— Bumbu 3371 80
— Gula, Kembang Gula/ 1012 41
permen dan coklat
— Hasil olahan biji-bijian, 2570 95
kacang-kacangan, dan umbi
— Hasil Olahan Buah, Sayur, 1206 74
dan rumput laut
— Hasil olahan daging kering 279 16
— Hasil Olahan Unggas dan 145 9
Telur
— Kopi dan Teh Kering 1346 66
— Minuman Serbuk dan 965 73
Botanikal
— Minyak 93 0
— Produk Olahan Hasil 562 32

Perikanan Termasuk
Moluska, Krustase dan
Ekinodermata
— Tepung dan Hasil Olahanny 11162 360

Sumber: Data Dinas Kesehatan, 2022.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas
Kesehatan DKI Jakarta dan Kota Bogor (2022),
Sebagian besar UMKM pangan memproduksi
tepung dan hasil olahannya sebanyak 48,91% dari
total keseluruhan jenis pangan yang dipersyarat-
kan. Hal ini dikarenakan tepung merupakan bahan
baku untuk membuat berbagai jenis makanan
sehingga permintaan tepung terigu untuk UMKM
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di Indonesia mencapai 65% selama 10 tahun
terakhir dan terus meningkat setiap tahunnya
sebesar 4-5% (Akbar dan Levyda, 2022). Jenis
produk PIRT tepung dan hasil olahannya yang
paling banyak diproduksi di UMKM DKI Jakarta
dan Bogor antara lain kukis, bakery, nastar, makan-
an ringan simulasi, kastengel, kukis lunak (soft
cookies), kue kering goreng, dan rempeyek, tapioka/
pati singkong/pati ubi kayu, kuetiaw kering,
tepung umbi lainnya, tepung roti, tepung mokaf,
tepung bumbu, pangsit/pastel/lumpia/ risol/samo-
sa, kukis gula, makanan ringan ekstrudat, maka-
roni instan, kerupuk mentah dan biskuit (Data
Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Bogor, 2022).
Deskripsi responden berisi informasi me-
ngenai sebaran responden penelian berdasarkan
suatu karakteristik tertentu. Berdasarkan hasil
pengisian kuisioner kepada 92 IRTP di DKI Jakarta
dan Bogor. Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa
terdapat 27 (29.3%) responden laki-laki dan 65
(70,7%) responden perempuan. Hal ini dikarena-
kan pelaksana UMKM di Indonesia mayoritas
didominasi oleh perempuan yang tidak sekedar
memberikan lapangan pekerjaan, namun juga
berkontribusi terhadap perkembangan perekono-
mian yang inklusif dan berkesinambungan
(Widiarty, 2024). Sebaran usia dan pendidikan
responden terbanyak adalah 31-40 tahun sebesar 43
(46,7%) responden dengan pendidikan sarjana/
pascasarjana sebesar 46 (50%) yang menunjukkan
kelompok tersebut merupakan kelompok umur
yang produktif, matang, bijaksana dalam penentu-
an keputusan dan memiliki pengetahuan dalam
menjalankan usahanya (Nurhikmah et al. 2024).
Pada Tabel 2 juga menunjukkan partisipasi
responden didominasi oleh pemilik usaha se-
banyak 83 (64.8%) dan telah mengikuti penyuluhan
keamanan pangan sebesar 73 (79,4%). Hal ini
menunjukkan pelaku usaha telah peduli terhadap
peraturan yang berlaku dengan keikutsertaan
dalam penyuluhan keamanan pangan yang juga
merupakan persyaratan izin usaha (Murwadji dan
Saraswati, 2019). Total
didominasi oleh <Rp50 juta rupiah sebesar 64
(69,57%) yang menunjukkan masuk dalam kriteria
UMKM  (Saragih, 2019). Pelaku usaha IRTP
diperoleh hasil sebaran informasi yang dapat
dilihat pada Tabel 2. Deskripsi responden.
Sebagian besar jenis pangan yang diproduksi
adalah tepung dan hasil olahannya sebesar 49
(37.9%) hal ini dikarenakan mayoritas jenis pangan
PIRT yang diproduksi di DKI Jakarta dan Bogor
merupakan jenis pangan tepung dan olahannya.

omset responden
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Tabel 2. Deskripsi responden

RDe Z;l;ﬁgz; Kategori Freq (%)
. . Laki-laki 27 (29.3)
Jenis Kelamin Perempuan 65 (70.7)
20-30 tahun 9(9.8)
31-40 tahun 43 (46.7)
Usia 41-50 tahun 24 (26.1)
51-60 tahun 14 (15.2)
Diatas 61 tahun 2(2.2)
Diploma 16 (17.4)
Pendidikan Sarjana/Pascasarjana 46 (50)
SMA/SMK 28 (30.4)
SMP 2(2.2)
Pemilik Usaha 83 (64.8)
Posisi PJ Produksi 4(3.1)
Staf 5(3.9)
Keikutsertaan Belum 19 (20.6)
Penyuluhan Sudah 73 (79.4)
Keamanan
Pangan
<Rp50 Juta 64 (69.57)
lszrtfihou I:Set Rp50 Juta-Rp200 Juta 7 (7.61)
>Rp200 Juta 21 (22.83)
Bumbu dan rempah 9 (6.62)
Gula, kembang gula, 7 (5.38)
coklat
Hasil olahan biji-bijian, 13 (10)
kacang-kacangan dan
umbi
Hasil olahan buah 15 (11.54)
sayur dan rumput laut
Hasil olahan daging 4 (3.08)
Jenis Pangan kering

yang diproduksi  Hasil olahan perikanan 14 (10.77)
termasuk moluska,
krustase dan

ekinodermata

Hasil olahan unggas 4 (3.08)
dan telur

Minuman serbuk dan 13 (10)
botanical

Minyak 2 (1.54)
Tepung dan hasil 49 (37.69)
olahannya

Sumber: Pengolahan data primer, 2024.

Uji Validitas dan reabilitas dilakukan pada
30 responden yang memiliki karakteristik serupa
dengan responden penelitian. Hasil uji validitas
menunjukkan keseluruhan pertanyaan sudah
valid yang ditujukan dengan sig (2-tailed) <0,005.
Dari uji realibilitas anggapan terhadap pentingnya
dan dampak penerapan sistem ketertelusuran
didapatkan nilai Cronbach’s Alpha 0.947, anggapan
faktor yang mempengaruhi sistem ketertelusuran
0,913, dan penerapan sistem ketertelusuran dan
recall pangan 0,924. Nilai tersebut termasuk ke
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dalam range sangat reliabel, maka kuesioner
dinyatakan reliabel.

Tabel 3 menunjukkan pertanyaan yang
ditujukan untuk menangkap respon responden
mengenai penerapan sistem ketertelusuran pa-
ngan berdasarkan olahan data sekunder, ditujukan
bahwa sebagian besar responden telah mengetahui
(69,6%, X?=14,087, df=1;p<0,05). Hal ini dikarena-
kan sistem ketertelusuran merupakan salah satu
persyaratan dalam CPPB-IRT, namun masih belum
ada responden belum mengetahui efektivitas
keberhasilannya (34,8%, X?=40,848, df=2;p<0,05).
Menurut Razak et al. (2023), hambatan sistem
ketertelusuran adalah teknologi dan keahlian baru
sehingga diperlukan prosedur penerapan sebelum
diterapkan. Selain itu, masalah keuangan dan
komitmen manajemen dan karyawan dikarenakan
keterbatasan UMKM (Saberi et al. 2019).

Berdasarkan Tabel 3 diketahui sebagian be-
sar beranggapan sistem ketertelusuran diperlukan
dalam operasional sebanyak (82,6%, X2=39,130,
df=1; p<0,05). Namun masih terdapat dua puluh
tujuh responden (29,3%, X?=15,696, df=1;p<0,05)
yang beranggapan tidak berencana atau belum
melaksanakan sistem ketertelusuran. Menurut
Masengi et al. (2018), penerapan ketertelusuran
sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi apa-

bila terdapat kesalahan dalam produk akhir yang
dihasilkan sebagai outpur dari hasil pengolahan.
Tabel 4 menunjukkan anggapan responden
terhadap keutamaan penerapan sistem ketertelusur-
an pangan. Lima puluh empat (58,7%, X?=45,478,
df=2;p<0,05) responden sangat setuju sistem keter-
telusuran pangan dapat mengurangi risiko penipuan
dan pemalsuan produk pangan. Dalam mengatasi
masalah pemalsuan, diperlukan sistem ketertelu-
suran yang efektif yang mencakup me-kanisme
untuk mengidentifikasi, menghubungkan, mencatat,
menyimpan, memverifikasi, dan meng-akses infor-
masi (Gayialis et al. 2022). Selain itu, lima puluh
empat (58,7% X?=45,478, df=2;p<0,05) responden
sangat setuju adanya sistem ketertelusuran dapat
mengurangi adanya risiko produk bermasalah dan
memenuhi harapan pelanggan. Hal ini diperkuat
dengan pernyataan dari Aung dan Chang (2014),
sistem ketertelusuran yang efektif dapat membantu
meminimalkan produksi dan distribusi produk yang
tidak aman atau berkualitas buruk, sehingga meni-
minalkan potensi citra yang buruk, tanggung jawab
hukum dan penarikan kembali produk (recall). Ada-
nya sistem ketertelusuran dapat memberikan penga-
ruh positif terhadap kepuasan pelanggan, misalnya
dalam hal pencatatan pesanan pelanggan maupun
pengiriman barang (Eviani dan Hidayat, 2021).

Tabel 3. Pengetahuan responden terhadap penerapan sistem ketertelusuran

Penerapan Ketertelusuran Pangan N (%) X2 Sig.
Apakah anda mengetahui sistem ketertelusuran pada produk pangan?
Ya 64 (69,6%) 14,087 df=1;P<0,05
Tidak tahu 28 (30,4%)
Jika tidak tahu karena:
Tidak pernah mendengar sistem ketertelusuran 20 (21,7%) 5,143 df=1;P<0,05
Belum diberikan pelatihan 8 (8,7%)
Menurut anda, apakah sistem ketertelusuran diperlukan?
Ya 76 (82,6%) 39,130 df=1;P<0,05
Tidak tahu 16 (17,4%)
Menurut anda apakah sistem ketertelusuran yang ada saat ini dapat berhasil?
Ya 55 (59,8%) 40,848 df=2;P<0,05
Tidak 5 (5,4%)
Tidak dapat diketahui 32 (34,8%)
Apakah anda tertarik melakukan sistem ketertelusuran dengan cara
mengelola karyawan agar dapat memberikan jaminan produk yang
aman?
Ya 78 (84,8%) 44,522 df=1;P<0,05
Tidak tahu 14 (15,2%)
Saat ini apakah anda berencana atau telah melaksanakan sistem
ketertelusuran di lokasi produksi?
Ya 65 (70,7%) 15,696 df=1;P<0,05
Tidak 27 (29,3%)

Sumber: Pengolahan data primer, 2024.
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Keutamaan Sistem Ketertelusuran

N (%)

X2

Sig

Mengurangi risiko penipuan dan pemalsuan
produk pangan

Sangat setuju= 54 (58,7%)
Setuju= 36 (39,1%)
Tidak Setuju= 2 (2,2%)

45,478

df=2,;P<0,05

Memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku

Sangat setuju= 46 (50%)
Setuju= 44 (47.8%)
Tidak Setuju=2 (2,2%)

40,261

df=2;P<0,05

Antisipasi kebijakan/ regulasi yang akan berlaku

Sangat setuju= 40 (43,5%)
Setuju= 48 (52,2%)
Tidak Setuju=4 (4,3%)

35,826

df=2;P<0,05

Mengurangi risiko adanya produk bermasalah

Sangat setuju= 54 (58,7%)
Setuju= 36 (39,1%)
Tidak Setuju=2 (2,2%)

45,478

df=2;P<0,05

Memenuhi harapan pelanggan

Sangat setuju= 49 (53,3%)
Setuju= 34 (37%)
Tidak Setuju=9 (9,8%)

26,630

df=2;P<0,05

Mengurangi
terjadi

dampak jika penarikan pangan

Sangat setuju= 47 (51,1%)
Setuju= 40 (43,5%)
Tidak Setuju= 5 (5,4%)

33,022

df=2;P<0,05

Mengurangi keluhan pelanggan

Sangat setuju=48 (52,2%)
Setuju= 35 (38%)
Tidak Setuju= 4 (4,3%)
Sangat Tidak Setuju=5 (5,4%)

63,217

df=3;P<0,05

Menambah pangsa pasar

Sangat setuju= 52 (56,5%)
Setuju= 28 (30,4%)
Tidak Setuju=9 (9,8%)
Sangat Tidak Setuju= 3 (3,3%)

63,565

df=3;P<0,05

Mengurangi pembusukan atau meningkatkan
kesegaran

Sangat setuju= 47 (51,1%)
Setuju= 38 (41,3%)
Tidak Setuju=7 (7,6%)

28,717

df=2;P<0,05

Mengurangi biaya produksi atau meningkatkan
hasil produksi

Sangat setuju= 36 (39,1%)
Setuju= 39 (42,4%)
Tidak Setuju=15 (16,3%)
Sangat Tidak Setuju=2 (2,2%)

40,435

df=3;P<0,05

Menurunkan risiko penarikan produk

Sangat setuju= 51 (55,4%)
Setuju= 32 (34,8%)
Tidak Setuju= 6 (6,5%)
Sangat Tidak Setuju= 3 (3,3%)

67,565

df=3;P<0,05

Membuat estimasi penjualan mendatang

Sangat setuju= 45 (48,9%)
Setuju= 38 (41,3%)
Tidak Setuju=7 (7,6%)
Sangat Tidak Setuju=2 (2,2%)

61,130

df=3;P<0,05

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2024.

Pada Tabel 4 juga menunjukkan sebagian
besar responden sangat setuju, keutamaan sistem
ketertelusuran dapat menambah pangsa pasar
(56,5%, X*=63,565, df=3;p<0,05) dan menurunkan
risiko penarikan produk (55,4% X?=67,565, df=3;
p<0,05). Adapun sistem ketertelusuran yang han-
dal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.
Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya
disebutkan bahwa suatu sistem ketertelusuran
dapat menyimpan dan memberikan informasi
suatu produk secara lengkap, menyeluruh dan
akurat sehingga konsumen dapat mengetahui asal

FRIDO ET AL

suatu produk mulai dari hulu (bahan baku) hingga
hilir (produk jadi) (Septiani dan Astuti, 2017).
Selain itu, sistem ketertelusuran dapat digunakan
untuk identifikasi secara cepat sumber masalah
apakah berasal dari bahan baku, proses produksi
maupun tempat penyimpanannya, penarikan
produk yang lebih jelas dikarenakan diketahui
secara pasti produk yang bermasalah beserta jalur
distribusinya. Hal ini dapat meminimalkan
dampak terhadap produk tidak
bermasalah dan mengurangi kerugian ekonomi
(Aung dan Chang, 2014).

lain yang
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Tabel 5. Rincian penerapan sistem ketertelusuran

Rincian Penerapan Sistem Ketertelusuran

N (%) Xz Sig

Apa metode ketertelusuran yang digunakan untuk menelusuri produk?

Dokumen kertas 41 (44,6%) 61,587 df=4;P<0,05
Barcode 15 (16,3%)
Kode 2D (QR Code dan lain sebagainya) 4 (4,3%)
Metode lainnya 2 (2,2%)
Belum mengimplementasikan sistem ketertelusuran 30 (32,6%)

Apakah anda pernah melakukan penarikan pangan dari peredaran

(Recall) sejak menerapkan sistem telusur tersebut?
Ya 10 (10,9%) 56,348 df=1,P<0,05
Tidak 82 (89,1%)

Apakah anda mendapat manfaat langsung dari penerapan sistem

telusur yang digunakan?
Ya 67 (72,8%) 19,174 df=1;P<0,05
Tidak 25 (27,2%)

Sumber: Pengolahan data primer, 2024.

Berdasarkan data yang diperoleh, Tabel 5
menunjukkan dari 92 pelaku usaha IRTP, 41 (44,6%
X?=61,587, df=4;p<0,05) diantaranya menggunakan
dokumen kertas sebagai metode penelusuran baik
dari bahan baku maupun ke pelanggan, 15 (16,3%)
diantaranya menggunakan barcode, 4 (4,3%) kode
2R, metode lainnya 2 (2,2%). Meskipun metode 2R
memiliki keunggulan dalam transparasi informasi
dimana informasi penting dapat disampaikan
kepada konsumen karena tidak mungkin
seluruhnya dituliskan pada kemasan produk,
namun memerlukan modal teknologi maupun
kompetensi dalam penerapannya (Sulaiman et al.
2021). Selain itu, perlu adanya perhatian dimana
masih terdapat 30 (32,6%) diantaranya belum
menerapkan sistem  ketertelusuran dengan
mencatat atau mendokumentasikan produk dari
bahan baku sampai ke pelanggan sebagai upaya
dalam penjaminan keamanan dan mutu produk
(Dwiyitno, 2009).

Dalam tabel juga terlihat sepuluh (10,9%
X?=56,348, df=1;p<0,05) pelaku usaha diantaranya
telah melakukan penarikan kembali sejak
diterapkan sistem ketertelusuran. Penarikan ini
dikarenakan adanya persyaratan dari pelanggan
tertentu untuk menarik produk kembali jika
produk tersebut sudah kadaluarsa. Konsumen
seringkali lalai dalam memeriksa produk atan
bahan pangan yang dibeli. Oleh karena itu, peran
aktif pelaku usaha dalam memeriksa setiap produk
bahan pangan yang dijual menjadi penting dengan
cara melakukan pemeriksaan secara berkala guna
mencegah beredarnya produk bahan pangan yang
kadaluarsa (Disemandi, 2021).

Pada Tabel 6 menunjukkan anggapan para
responden Industri Rumah Tangga Pangan
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terhadap dampak yang ditimbulkan dari penerap-
an sistem ketertelusuran. Sebesar lima puluh satu
responden (55,4%, X?>= 33,935,df=2;P<0,05) setuju
berdampak pada kemampuan meraih pasar dan
sebesar empat puluh delapan (52,4%, X¥=
78,087,df=3;P<0,05) sangat setuju berdampak pada
citra perusahaan terhadap pelanggan. Hal ini
dikarenakan tujuan utama dari sistem ketertelu-
suran adalah mencatat dan mendokumentasikan
produk termasuk seluruh bahan yang digunakan
dalam proses produksinya hingga produk
diterima oleh pelanggan. Apabila sistem keterte-
lusuran diterapkan dengan baik, maka penolakan
terhadap produk dapat
terjaminnya kualitas dan keamanan suatu produk
akan berdampak pada meningkatkan kepercayaan
konsumen terhadap produk (Sudibyo, 2012).

dikurangi. Dengan

Selain itu berdasarkan data yang diperoleh
dalam Tabel 6 menunjukkan tiga puluh responden
(32,6%, X>= 19,913,df=3;P<0,05) tidak setuju ber-
dampak pada biaya persediaan dan sebanyak dua
puluh dua responden (23,9%, X2= 34,df=3; P<0,05)
tidak setuju berdampak pada biaya produksi. Hal
ini dapat dikarenakan beberapa UMKM memiliki
kapasitas produksi dengan teknologi produk yang
terbatas, sehingga tidak berdampak pada biaya
produksi maupun persediaan. Hal ini sejalan
dengan penelitian terhadahulu yang telah
dilakukan oleh Siswanti et al. (2024), kendalayang
diharapi Industri Rumah Tangga Pangan yakni
adanya permintaan produk yang tinggi namun
terhadap keterbatasan kapasitas produksi yang
disebabkan oleh peralatan produksi yang tidak
memadai.
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Dampak Sistem Ketertelusuran

N (%)

X2

Sig

Jumlah produk yang ditarik dari peredaran
menurun

Sangat setuju= 34 (37%)
Setuju= 41 (44,6%)
Tidak Setuju= 17 (18,5%)

9,935

df=2;P<0,05

Cakupan produk yang ditarik lebih kecil/
spesifik

Sangat setuju= 37 (40,2%)
Setuju= 49 (53,3%)
Tidak Setuju= 6 (6,5%)

32,109

df=2;P<0,05

Pengurangan biaya jika terjadi
produk dari peredaran

penarikan

Sangat setuju= 33 (35,9%)
Setuju= 45 (48,9%)
Tidak Setuju=9 (9,8%)
Sangat Tidak Setuju=5 (5,4%)

48

df=3;P<0,05

Biaya persediaan

Sangat setuju= 25 (27,2%)
Setuju= 32 (34,8%)
Tidak Setuju= 30 (32,6%)
Sangat Tidak Setuju=5 (5,4%)

19,913

df=3;P<0,05

Biaya Produksi

Sangat setuju= 27 (29,3%)
Setuju= 41 (44,6%)
Tidak Setuju= 22 (23,9%)
Sangat Tidak Setuju=2 (2,2%)

34

df=3;P<0,05

Kemampuan meraih pasar

Sangat setuju= 35 (38%)
Setuju= 51 (55,4%)
Tidak Setuju= 6 (6,5%)

33,935

df=2,;P<0,05

Kemampuan memenuhi persyaratan pelanggan

Sangat setuju= 46 (50%)
Setuju= 42 (45,7%)
Tidak Setuju=4 (4,3%)

35,043

df=2,;P<0,05

Kemampuan memenuhi regulasi yang berlaku

Sangat setuju= 46 (50%)
Setuju= 44 (47,8%)
Tidak Setuju=2 (2,2%)

40,261

df=2;P<0,05

Citra perusahaan terhadap pelanggan

Sangat setuju= 48 (52,2%)
Setuju= 40 (43,5%)
Tidak Setuju=2 (2,2%)
Sangat Tidak Setuju= 2 (2,2%)

78,087

df=3;P<0,05

Citra perusahaan terhadap pelaku usaha sejenis

Sangat setuju= 39 (42,4%)
Setuju= 40 (43,5%)
Tidak Setuju= 6 (6,5%)
Sangat Tidak Setuju="7 (7,6%)

47,391

df=3;P<0,05

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2024.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel

Adanya

perkumpulan binaan UMKM per

7, faktor yang mempengaruhi sistem ketertelu-
suran, sebanyak lima puluh empat (58,7%, X?=
45,478,df=2;P<0,05) sangat setuju jika mengetahui
asal-usul pangan merupakan suatu hal yang
penting bagi pelaku usaha. Dengan mengetahui
riwayat bahan baku, apabila terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan selama produk pangan tersebut
telah didistribusikan penelusuran balik terhadap
bahan baku yang digunakan dapat dilakukan
dengan mudah (Dwiyitno, 2009). Selain itu,
sebanyak lima puluh empat (58,7%, X>=
45,478,d=2;P<0,05) sangat setuju jika panduan dari
pemerintah mempermudah penerapan sistem
ketertelusuran. Hal ini dikarenakan adanya

partisipasi aktif dukungan dari pemerintah.

FRIDO ET AL

kecamatan bertujuan untuk perlindungan hukum
dan kemudahan akses perizinan, pelatihan dan
pengembangan kapasitas UMKM. Badan POM RI
telah mengeluarkan kebijakan No. HK.03.1.23.04.
12.2207 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan
sarana produksi pangan industri rumah tangga
yang dapat digunakan sebagai checklist praktik
yang baik pada UMKM. Aturan tersebut
mencakup 14 aspek dimana salah satu aspek kritis
yang wajib terpenuhi berkaitan dengan penarikan
pangan/recall; UMKM membutuhkan
ketertelusuran yang baik dan handal untuk
memastikan konsumen terlindungi dari konsumsi
makanan yang tidak aman.

sistem
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Tabel 7. Faktor yang mempengaruhi penerapan sistem ketertelusuran

Faktor Pengaruh Sistem Ketertelusuran

N (%) X2 df

Mengetahui asal-usul pangan merupakan suatu Sangat setuju= 54 (58,7%) 45,478 df=2;P<0,05
hal yang penting bagi anda Setuju= 36 (39,1%)

Tidak Setuju= 2 (2,2%)
Sistem ketertelusuran penting bagi konsumen Sangat setuju= 46 (50%) 40,261 df=2;P<0,05

Setuju= 44 (47,8%)

Tidak Setuju=2 (2,2%)
Sistem ketertelusuran mempengaruhi operasio- Sangat setuju= 40 (43,5%) 35,326 df=2;P<0,05
nal menjadi lebih mudah Setuju= 48 (52,2%)

Tidak Setuju=4 (4,3%)
Panduan dari pemerintah mempermudah Sangat setuju= 54 (58,7%) 45,478 df=2;P<0,05
penerapan sistem ketertelusuran Setuju= 36 (39,1%)

Tidak Setuju=2 (2,2%)
Implementasi sistem ketertelusuran sukses jika Sangat setuju= 34 (37%) 9,935 df=2;P<0,05
jika didukung oleh pemilik usaha Setuju= 41 (44%)

Tidak Setuju= 17 (18,5%)

Melacak melalui kode produksi dapat meng- Sangat setuju= 37 (40,2%) 32,109 df=2;P<0,05
identifikasi produk mendekati tanggal kada- Setuju= 49 (53,3%)
luarsa sehingga menjadi informasi untuk dapat Tidak Setuju= 6 (6,5%)
untuk dijual dengan cepat
Rekaman dan dokumentasi kertas bukanlah Sangat setuju= 33 (35,9%) 48 df=3,;P<0,05

pemborosan uang

Setuju= 45 (48,9%)
Tidak Setuju=9 (9,8%)

Sangat Tidak Setuju=5 (5,4%)

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2024.
KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dari total 92
responden, 64 responden (69,6%) sudah memiliki
sistem ketertelusuran

pengetahuan tentang

pangan. Sistem ini salah satu
persyaratan dalam pemenuhan CPPB-IRT (Cara

Produksi Pangan Olahan yang Baik-Industri

merupakan

Rumah Tangga). Penerapan sistem ketertelusuran
one step back dan one step forward penting dalam
sistem manajemen pangan untuk menanggulangi
produk bermasalah maupun proses penarikan
produk kembali. Sebagian besar responden telah
mengetahui pentingnya dan dampak dari
penerapan sistem ketertelusuran pangan. Namun
dalam penerapannya, masih terdapat pelaku usaha
yang belum mengimplementasikan sistem keterte-
lusuran. Faktor penerapan sistem penelusuran
yang lebih baik kesadaran/komitmen dari pelaku
usaha, pembinaan dari pemerintah, maupun
sistem pencatatan. Berdasarkan studi ini.
Disarankan para pelaku usaha industri rumah
tangga dapat melakukan studi banding atau
sharing knowledge dengan industri makanan yang
lebih besar agar dapat meningkatkan pemahaman
dan mempelajari best practice yang diterapkan di
industri yang lebih besar. Selain itu, perlunya
peningkatan kepedulian kepada para pelaku
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industri rumah tangga terhadap keamanan pangan
dengan cara pelatihan maupun pembinaan.
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